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ABSTRAK

Rasti Prisila, 2025, 211728, “Efektivitas Pendampingan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (TPPQO) Terhadap Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang)” Prodi Hukum Keluarga
Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Latar belakang dari penelitian ini merujuk pada kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang Terhadap Anak Di Bawah Umur yang di singkat TPPO
pada Kota Tanjungpinang.

Adapun hal lainnya yakni untuk mengetahui bagaimana Peran UPTD
PPA Kota Tanjungpinang dan apakah pendampingan yang diberikan
UPTD PPA Kota Tanjungpinang sudah cukup Efektif. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian lapangan yaitu field research. Proses dari
penelitian yakni mengambil latar belakang kasus TPPO pada Kota
Tanjungpinang, mengumpulkan data lapangan dengan melakukan
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis Data dilakukan dengan
memfokuskan data serta menarik kesimpulan. Kemudian menggunakan
data Analisi yakni Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pendampingan.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kasus TPPO Pada Kota
Tanjungpinang meningkat setiap tahunnya walaupun tidak menunjukkan
angka yang signifikan, disinilah UPTD PPA Kota Tanjungpinang berperan
sangat besar dalam menangani kasus TPPO yang ada. Tanjungpinang
merupakan daerah transit yang sering dilalui yang mengakibatkan kasus
TPPO semakin banyak dijumpai, tidak hanya perempuan dewasa namun
juga anak dibawah umur. Berdasarkan Analisi dengan menggunakan Teori
Pendampingan di UPTD PPA dan Efektifitas Hukum pendampingan yang
diberikan masi dirasa kurang efektif, akibat efisiensi anggaran dan sumber
daya manusia yang masi dirasa kurang memadai.

Kata Kunci: Pendampingan, TPPO, Efektivitas



ABSTRAK

Rasti Prisila, 2025, 211728, "Effectiveness of Assistance for Criminal
Acts of Human Trafficking (TPPO) Against Minors (Case Study of the
Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and
Children (UPTD PPA) in Tanjungpinang City)" Islamic Family Law Study
Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands

Another objective was to determine the role of the Tanjungpinang City
Women and Child Protection Unit (UPTD PPA) and whether the assistance
provided by the UPTD PPA was effective enough. This study employed
field research. The research process involved identifying the background
of the human trafficking case in Tanjungpinang City, collecting field data
through observation, interviews, and documentation. Data analysis was
conducted by focusing on the data and drawing conclusions. The analysis
then utilized the Theory of Legal Effectiveness and the Theory of
Assistance.

The results of the study show that cases of TPPO in Tanjungpinang
City increase every year, although they do not show significant figures,
this is where the UPTD PPA of Tanjungpinang City plays a very large role
in handling existing TPPO cases. Tanjungpinang is a transit area that is
often passed through which results in more and more TPPO cases being
found, not only adult women but also minors. Based on the analysis using
the Theory of Assistance at the UPTD PPA and the Effectiveness of the
Law, the assistance provided is still considered ineffective, due to the
efficiency of the budget and human resources which are still considered
inadequate.

Keywords: Mentoring, TPPO, Effectiveness
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau sering disebut
dengan Human Trafficking ialah bentuk perbudakan manusia di zaman
sekarang serta merupakan kejahatan paling mengerikan terhadap manusia
terlebih lagi anak di bawah umur,! kejahatan ini berkembang dengan cara
berkelompok atau individu, baik yang telah terstruktur ataupun yang tidak
berstruktur.? Kasus TPPO merupakan tindakan yang bertentangan dengan
hukum yang berlaku serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, harkat
dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.3

Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang
No.21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Tindak pidana
perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan penjeratan utang atau memberi bayaran atau

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang

! Daffa Renaldy, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Indonesia”, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi ,Vol.10, No.1 (Juni
2024), him. 4.,
https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/10178

2 Muhammad Kamal, “Human Trafficking Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan
Manusia Di  Indonesia”,(Makasar: CV. Sosial Politic  Genius, 2019) him.3,,
Human+Trafficking:+PenanggulanganTindakPidanaPerdaganganManusiadilndonesia

3 Amin Rauf Sitepu. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan
Eksploitasi Prostitusi Studi Putusan Nomor 841/Pid. Sus/2019/PN. Mdn”, (Skripsi: Fakultas
Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2022).,
https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1264




kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang
tereksploitasi.*

Kasus TPPO setiap tahunnya mengalami peningkatan di Kota
Tanjungpinang, meskipun tidak menunjukkan angka yang signifikan.
Namun, jika dibiarkan dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan
anak-anak dimasa yanga kan datang. Dari data grafik yang diterima kasus
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di UPTD PPA Kota
Tanjungpinang,yaitu sebanyak:

Tabel 1. Jumlah Kasus TPPO di Kota Tanjungpinang Tahun 2023-2024

KASUS KEKERASAN BERDASARKAN JENIS
KEKKERASAN

45
40
35
30
25
20
15

10 I
. [] []

Tahun 2023 Tahun 2024

(9]

M Fisik Psikis Seksual Penelantaran ®TPPO

Dari data diatas pada tahun 2023 dan 2024, menunjukkan terdapat
sebelas kasus mengenai TPPO anak di bawah umur. Salah satu kasus TPPO
di Kota Tanjungpinang yaitu seorang anak Sekolah Dasar berusia 12 tahun
dengan nama samaran Mawar. Mawar mengalami perdagangan orang yang

dilakukan oleh teman-temannya, ia ditawarkan untuk melakukan pekerjaan

4 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Pasal 1 Ayat (1)., https://peraturan.bpk.go.id/Details/39849/uu-no-21-tahun-
2007




tidak beradab dengan bayaran yang tidak seberapa yakni dengan melayani
belasan lelaki hidung belang. Mawar mengatakan ia melakukan hal tersebut
untuk memenuhi keinginan yang tidak didapatkan dari kedua orang tuanya®
Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang lbu Zakiah mengatakan bahwa
anak yang mengalami TPPO terdapat beberapa faktor yakni biasanya dari
kelas menengah kebawah, bertujuan mendapatkan penghasilan banyak, dan
faktor besar anak yang terjebak di dalam TPPO ialah keluarga.® Peran
keluargalah yang paling utama dalam pembentukan karakter manusia itu
sendiri. Untuk menciptakan karakter yang sehat dan kuat serta jiwa yang
baik pada anak. Diperlukannya suasana yang harmonis dan seimbang, dan
hal tersebut dapat tercipta dari komunikasi yang erat antara orang tua dan
anak.’

Dari studi lapangan rata-rata anak yang mengalami TPPO
merupakan anak yang terlantar/tidak terpantau oleh keluarga. Oleh karena
itu, pemerintah membentuk instansi khusus yang mengawasi dan
melindungi hak anak. salah satunya ialah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi (UPTD PPA)®

®> Wawancara dengan Aidi selaku Pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Ju2 Mei
2025

8 Wawancara dengan Zakiah selaku Ketua UPTD PPA, Rabu 5 Februari 2025

" Eri Subaeri Ahmad, “Peran Keluarga Dalam Membangun Karakter Anak Usia Dini,”
Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam Vol.19, No.2 (2020), him.197-202.,
https://journal.laaroiba.com/index.php/mk/article/view/431

8 E.Ericson dan Sutrisno. “Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak
(Ppa)Satreskrim Polres Bogor Dan Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam
Penanganan Kasus Kdrt", Jurnal Cahaya Mandalika Vol.5, No. 1 (2024), him.1-13.,
https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2359




UPTD PPA merupakan instansi yang bergerak untuk melakukan
pelayanan perlindungan perempuan dan anak, serta bertugas
mengembangkan rencana, aksi, serta strategi dalam pemberdayaan wanita
dan anak. Adapun fungsi lainnya yakni menyediakan informasi serta
kebutuhan dibidang hukum, kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan,
kekerasan fisik/non fisik, seksual, diskriminas,®dan perdagangan terhadap
perempuan dan anak®

UPTD PPA juga memiliki peran sebagai pendamping bagi para
korban. Pelayanan pendampingan ini merupakan suatu proses pelaksanaan
yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam perekomendasian serta pemantauan
korban. Adapun pendampingan yang diberikan yakni proses pembenahan
psikis anak (konseling), Pendampingan Medis, Pendampingan Kerohanian,
pendampingan hukum, dan mediasi bagi korban*?

Pendampingan menurut Peraturan Menteri  Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun
2018 menyatakan bahwa pendampingan merupakan tenaga yang berfungsi
sebagai mediator, bantuan hukum, dan bantuan psikologi. Pada hal ini

masing-masing pendamping memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

® lvo Noviana,“Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya,” Jurnal
Sosio Informa Vol.1, No. 1 (2015), him.13-28.,
https://media.neliti.com/media/publications/52819-1D-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak

10 Khatulistiwa Jurnal, “Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam
Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surakarta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak ( UPTD PPA ) Kota Memfasilitasi Kebutuhan Korban Penyandang
Disabilitasi”, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol.4, No.l1 (2024), him.64-73.,
https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa/article/view/2717

11 Sri Ambar Rinah, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan
Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak",Jurnal
Dialektika Publik Vol.7, No. 1 (2023), him.1-10.,
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/7294



https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektik

Pendampingan ini juga telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (5) yang
bunyinya: UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melakukan
pendampingan kepada korban selama proses pelayanan yang dibutuhkan
Korban.

Pendampingan yang diberikan terbagi menjadi lima: Pertama,
Pendampingan Psikologi didapingi oleh tiga orang (Profesi Psikolog
Klinis). kedua, Pendampingan Medis di dampingi oleh para petugas UPTD
PPA bersama RSUD RAT berupa proses Visum. ketiga, Pendampingan
Hukum didampingi oleh tiga orang staf UPTD PPA dan pendampingan
mediasi disampingi oleh satu orang Konsultan hukum yaitu advokat, lalu
Pendampingan Kerohanian bekerja sama oleh satu satu staf kantor
Kementrian Agama.

Pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang
tidak selalu berjalan dengan sempurna, contohnya yaitu pendampingan
hukum yang bekerja sama dengan advokat. Pada UPTD PPA Kota
Tanjungpinang tugas advokat hanya sebagai konsultan hukum untuk para
korban namun tidak dengan membela hak-hak korban di dalam persidangan.
Hal ini mempengaruhi efektivitas UPTD PPA dalam pendampingan itu
sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengetahuan serta pemahaman mengenai seberapa efektif pendampingan
yang dilakukan olen UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam menangani

kasus TPPO sehingga dapat dilakukan perbaikan serta peningkaan kualitas



layanan pendampingan untuk para korban Perdagangan Orang. Maka dari
itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan
diatas dan peneliti menuangkannya dengan judul: EFEKTIVITAS
PENDAMPINGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(TPPO) TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

PPA) Kota Tanjungpinang)

. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui peran

UPTD PPA dalam menangani pendampingan TPPO terhadap anak di bawah

umur dan efektivitas UPTD PPA dalam mendampingi kasus TPPO di Kota

Tanjungpinang.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka
perlunya sebuah penegasan ulang terkait rumusan masalah yang akan
diteliti, adapun sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam mendampingi dan
menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO) terhadap anak di bawah umur Kota Tanjungpinang?

2. Bagaimana efektivitas pendampingan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPQO)?



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun tujuan dari penelitian

a. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Unit Pelaksanaan Teknis
Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam
mendampingi dan menyelesaikan permasalahan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO) terhadap anak di bawah umur Kota
Tanjungpinang.

b. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pendampingan Unit
Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang
(TPPO).

2. Adapun manfaat penelitian Berdasarkan tujuan diatas ialah

a. Secara Teoritis
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai
peran UPTD PPA terkait pendampingan TPPO pada anak di bawah
umur Kota Tanjungpinang serta bagaimana efektivitas
pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus TPPO.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan
di bidang Hukum Keluarga Islam dan dapat dijadikan rujukan dalam
penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta
pemahaman terhadap diri peneliti sendiri, dan orang lain terkait

pendampingan TPPO pada anak di bawah umur Kota Tanjungpinang



serta efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani kasus
TPPO.
c. Secara Empiris

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah luasan bacaan

dan referensi terkait Peran UPTD PPA mengenai pendampingan

anak di bawah umur yang mengalami TPPO di kota tanjungpinang
dan efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam menangani Tindak

Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

E. Kajian Terdahulu.

Kajian Pustaka (Literature Review) didefinisikan sebagi acuan
peneliti untuk membaca, bacaan yang berhubungan dengan topik dalam
penelitian serta mencari penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan
judul yang sedang peneliti kerjakan.'? Dikutip dari Sitti Astika Yusuf,
Randolf (2009) yang mengatakan bahwa kajian pustaka merupakan
gabungan antara hasil analisa dan sintesa informasi yang terpusat pada
temuan, yang kemudian menarik kesimpulan.

Pertama, Judul Skripsi: Perlindungan Hak Anak Di Bawah Umur
Korban Human Trafficking Di Kota Batam Perspektif Hukum Pidana.
Peneliti: Hana Renata Tan Paeiru. Yang menjadi topik Permasalahan ialah,
kota batam merupakan kota yang strategis dan memiliki lautan perbatasan
antara singapura dan malaysia, hal ini mengakibatkan kota batam sering
menjadi tempat persinggahan para pelaku Human Trafficking. Tujuan

penelitian terdahulu yaitu, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak

2 Muannif Ridwan,“Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian limiah",
Jurnal Masohi Vol.2, No.1 (2021), him.42-51., https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427.




yang mengalami Human Trafficking. Metode yang digunakan oleh peneliti
yaitu metode normatif. Adapun hasil yang di dapat dari penelitian terdahulu
Pencegahan dan penanangan korban perdagangan orang di Kota Batam
dianggap belum tepat sasaran dan kurangnnya sosialisasi oleh bagian
pemangku kepentingan, isi dari Perda sendiri juga belum tegas kepada para
sanksi-sanksi**perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan
penelitian yang sedang peneliti teliti yaitu peran UPTD PPA mengenai
pendampingan serta efektivitas pendampingan UPTD PPA dalam
menangani TPPO, sedangkan penelitian terdahulu lebih memfokuskan
penelitian human trafficking di kota batam secara umum. Persamaan yang
dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu membahas
terkait hak anak yang mengalami Human Trafficking.

Kedua, Judul Jurnal: Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Perdagangan Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks
Komersil Peneliti: Fathansyah dan Dian Andriasari. Yang menjadi topik
pembahasan ialah, diera modern saat ini banyak sekali anak yang
mendapatkan kekerasan atau Human Trificking hal ini merupakan kesalahan
yang melanggar norma baik masyarakat dan negara. Tujuan dari penelitian
ini ialah mencari tau bagaimana perlindungan hukum anak yang bekerja

sebagai seks komersil. Metode yang digunakan ialah Yuridis Normatif.1*

13 Hana Renata Tan Peiru dan Abdurrakhman Alhakim, “Perlindungan Hak Anak Dibawah
Umur Korban Human Trafficking Di Kota Batam: Perspektif Hukum Pidana”, Jurnal Komunitas
YustisiaVol.4,No.3(2022),him.1024-1034,.
https://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HAK-ANAK -DIBAWAH-UMUR-
KORBAN-HUMAN-DI-Peiru-Alhakim/2ff2fe15e66d11h912a3815fc9e82845095395¢cc

14 Fathansyah dan Dian Andriasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan
Orang Dalam Kasus Perdagangan Anak Sebagai Pekerja Seks Komersil Dihubungkan Dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



http://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HAK-ANAK-DIBAWAH-UMUR-
https://www.semanticscholar.org/paper/PERLINDUNGAN-HAK-ANAK-DIBAWAH-UMUR-KORBAN-HUMAN-DI-Peiru-Alhakim/2ff2fe15e66d11b912a3815fc9e82845095395cc

Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah hal ini mengajak masyarakat
untuk bekerja sama dalam melindungi anak. Perbedaan dan persamaan
penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti ialah, penelitian peneliti
membahas terkait pendampingan UPTD PPA sementara penelitian
terdahulu lebih memfokuskan perlindungan hukum anak yang bekerja
sebagai seks kormersil berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014,
sedangkan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu
membahas terkait kekerasan seksual pada anak dan dihubungkan dengan
Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Ketiga, Judul Jurnal: Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi
Oleh UPTD PPA Kota Baubau, Peneliti: La Ode Dedi Abdullah dan Endang
Tri Pratiwi. Yang menjadi topik pembahasan, UPTD PPA Kota Baubau
mengalami kesulitan mengatur perlindungan anak seperti belum adanya
kesepakatan daerah dalam penaganan kasus-kasus yang ada, serta sarana
dan prasarana yang masih minim namun banyak anak yang melakukan
Tindakan Pidana yang mengakibatkan UPTD PPA Kota Baubau merasa
kesulitan. Tujuan dari penelitian ini ialah bagaimana pendampingan hukum
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta hambatannya
mengingat keterbatasan ekonomi di UPTD PPA Kota Baubau. Hasil dari
peneleitian UPTD PPA masih kesulitan dalam memberikan pendampingan

hukum pada anak mengingat keterbatasan anggaran UPTD PPA Kota

2002 Tentang Perlindungan Anak,” Bandung Conference Series: Law Studies VVol.2, No.1 (2022),
him.162-170.,
https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Perdagangan-
Anak-Fathansyah-Andriasari/4e946eb7853b8276021b4d9597f2356a2ca8b5c6
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https://www.semanticscholar.org/paper/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Korban-Perdagangan-Anak-Fathansyah-Andriasari/4e946eb7853b8276021b4d9597f2356a2ca8b5c6

Baubau, Metode pendekatan yang digunakan peneliti terdahulu yaitu
pendekatan empiris.’®> Adapun perbedaan dan persamaan penelitian
terdahulu  dengan penelitian peneliti  yaitu, penelitian terdahulu
memfokuskan bagaimana mekanisme pendampingan anak yang berhadapan
dengan hukum namun dengan keterbatasan ekonomi UPTD Baubau.
Sedangkan penelitian peneliti lebih memfokuskan seberapa efektivitas
pendampingan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang karena keterbatasan
ekonomi dan sumber daya manusia yang dipunya.

Keempat, Judul Jurnal: Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang Dalam
Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur.
Peneliti: Devi Sri Maharani, Nazaki, dan Uly Sophia. Adapun masalah yang
menjadi topik pembahasan, kasus pelecehan seksual pada Kota
Tanjungpinang mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Tahun 2020
sampai dengan 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran,
tugas dan fungsi UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam pendampingan
korban pelecehan seksual pada anak. Metode yang digunakan ialah jenis
penelitian Deskriptif Kualitatif, hasil dari penelitian terdahulu UPTD PPA
menyiapkan orang-orang yang ahli dan mendampingi korban dari awal
hingga selesai, seperti pendampingan rohani, hukum, kesehatan, dan

psikologi‘®Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terahulu dengan

15 Endang Tri Pratiwi & La Ode Dedi Abdullah, “Mekanisme Pendampingan Hukum

Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh Uptd Ppa Kota
Baubau", Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka Vol.1 No.02 (2022) him.12-20.,
https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39.

16 Devi Sri Maharani dan Uly Sophia, “Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada
Anak Di Bawah Umur", Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol.1, No. 3 (2024),
him.1365-1382., https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165.
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penelitian peneliti yaitu, penelitian ini hanya menjabarkan data mengenai
permasalahan kekerasan seksual yang ada di UPTD PPA sedangkan
penelitian yang sedang penelitian peneliti membahas mengenai efektivitas
pendampingan di UPTD PPA dalam menangani korban TPPO, adapun
persamaanya yaitu mengambil suatu data empiris yang sama yaitu kantor
UPTD PPA Kota Tanjungpinang.

Kelima, Judul Jurnal: Efektivitas UPTD PPA Kota Tangerang Selatan
Dalam Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Psikologis Periode
2019-2023. Peneliti: Ahmad Naufal Muhamad Ramba. Topik pembahasan
ialah dampak yang diterima oleh korban kekerasan fisik dan psikologis
sangat besar bagi pertumbuhan anak, berupa depresi, insomia, hingga
keinginan untuk bunuh diri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat
sejauh mana efektivitas UPTD PPA Kota Tangeang Selatan dalam
memberikan layanan terhadap korban kekerasan terhadap anak. Metode
yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif dan menggunakan
penelitian yuridis empiris. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian
terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu, penelitian ini membahas terkait
seberapa efektif peran UPTD PPA Tanggerang dalam menagani kekerasan
fisik dan psikologis yang dirasakan oleh anak dan bagaimana peran UPTD
PPA dalam melindungi hak-hak anak, sedangkan penelitian yang sedang

penelitian peneliti membahas terkait efektivitas suatu pendampingan yang
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dilakukan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam kasus Tindak Pidana
Perdagangan Orang.’
F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu wadah untuk menerangkan pokok
permasalahan yang terkandung dalam penelitian yang akan peneliti teliti.
kerangka teori juga diartikan sebagai konsep abstrak yang di gunakan untuk
mengidentifikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep yang diteliti
agar mempermudah memahami sebuah fenomena.®

Adapun tugas pokok UPTD PPA adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan di UPTD PPA Kota Tanjungpinang terbagi menjadi lima
yaitu Pendampingan Hukum, Pendampingan Mediasi, Pendampingan
Psikologi, Pendampingan Kerohanian dan Pendampingan Medis.

a. Pendampingan Hukum dilakukan di kantor kepolisian dan
pengadilan untuk mendapatkan keadilan para korban dimata
hukum.®® diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) pada Pasal 15
isinya: (1) Dalam melaksanakan tugas menyediakan layanan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, yang
berbunyi: UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota

menyediakan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan

17 Ahmad Naufal Muhamad Ramba, Efektivitas Uptd Ppa Kota Tangerang Selatan Dalam
Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Psikologis Periode 2019-2023, (Skripsi:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), him.2., https://repository uinjkt.ac .id
/dspace/handle/123456789/80965

18 Alvin Herlambang, Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Secara Elektronik Berdasarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Tanjungpinang Kelas 1a,(Skripsi: STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, 2023,
him.38.

19 Muhammad Anas Akhsani, Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat
Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (Plksai) Klaten, (Skripsi: Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), him.14., https://core.ac.uk/download/pdf/266428205.pdf
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hukum kepada Korban. (2) Dalam hal Korban membutuhkan
bantuan hukum dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota
dapat menyediakan advokat. (3) Selain pendampingan oleh advokat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PPA provinsi dan
UPTD PPA kabupaten/kota. juga dapat menyediakan paralegal atau
ahli hukum untuk memberikan bantuan hukum dan konsultasi
hukum.?®Namun sayangnya advokat di UPTD PPA Kota
Tanjungpinang hanya bertugas sebagai konsultan hukum saja yang
artinya bertugas memberikan nasihat dan solusi hukum kepada para
korban tidak dengan membela/mendampingi korban di dalam
persidangan.

b. Pendampingan Mediasi, Pendampingan Mediasi merupakan
pendampingan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Tanjungpinang
kepada korban untuk menengahkan suatu permasalah agar kasus
tidak perlu dibawa ke ranah hukum dan sapat diselesaikan secara
damai.?! Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.??

c. Pendampingan Psikologis Pendampingan ini diatur dalam Peraturan

Presiden (Perpres) Pasal 13 Ayat (1) Unit pelaksanaan Teknis Daerah

20 Peraturan presiden RI, “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan
Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia"
Peraturan.Bpk.Go.ld, no. 205145 (2024) https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-
tahun-2024.

21 Wawancara dengan Aidil selaku pendamping di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Jumat
2 Mei 2025

22 peraturan Presiden, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat .,
https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012.

14



Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah memfasilitasi
Pendampingan Psikologi yang bunyinya: Dalam melaksanakan
tugas memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, UPTD PPA
provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota melakukan fasilitasi kepada
Korban sesuai dengan kebutuhan Korban. Dengan isi pasal 5 ayat
(2) yaitu: memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis.?®
Pendampingan ini dilaksanakan agar korban tidak merasa depresi
atau trauma terhadap tindakan yang diterima, dikhawatirkan hal ini
berpotensi menimbulkan stres/mempengaruhi setiap tindakan yang
dilakukan korban pada masa depan.?* namun apakah pendampingan
psikologis yang diberikan sudah mampu untuk menyembuhkan
korban dari taruma yang didapatkan atau malah mengakibatkan
korban terjebak dengan rasa traumannya.

Pendampingan Kerohanian diatur dalam Undang-Undang No.12
Tahun 2022 Pasal 70 No.2 huruf (h) yang bunyinnya: h.
menyediakan bimbingan rohani dan spiritual.® Dan Peraturan
Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2024 Pasal 25 huruf (h) bunyinya:
UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu dapat

bekerja sama dengan kantor wilayah kementrian yang

23 Ri, “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia.”
24 Ardelia Nabilah and Fira Ramadhani, “C Ruella * s Childhood Trauma in Cruella Vol.11,

No. 3 (2023)hIm.

89-96.

25 UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Vol.1, No. 69

(2022) hkm.1-84.
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menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang agama.
Pendampingan ini merupakan suatu penunjang penyembuhan
korban agar tidak kembali ke lingkungan tersebut, terdiri dari
semua agama, seperti Islam, Katolik, Budha, dll.?Namun apakah
pendampingan ini sudah berjalan dengan baik mengingat UPTD
PPA Kota Tanjungpinang hanya memiliki satu pendamping
kerohanian yang berasal dari kemenag serta agama yang dianut
oleh para korban berbeda-beda.

e. Pendampingan Medis diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
Pasal 5 ayat 2 huruf (¢) UPTD PPA Provinsi/Kota bertugas
memfasilitasi pemberian pelayanan kesehatan,?’ pasal 25 huruf (a)
yaitu UPTD PPA dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu
dapat bekerjasama dengan: pusat kesehatan masyarakat, rumah
sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.?® Pendampingan
ini bertugas untuk mendampingi korban jika perlu adanya
penanganan fisik, karna kasus TPPO merupakan masalah yang
berkaitan dengan aktivitas seksual, maka perlu adanya

pendampingan medis untuk melihat keseluruhan fisik korban.

26 Anis Susilo Wati, Pembimbingan Rohani Islam Pada Pasien Icu Dan Keluarganya Di
UPT RSUD RAA Soewondo Pati, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023).
https://eprints.walisongo.ac.id/20482/1/Skripsi_1801016082_Anis_Susilo_Wati.pdf

27 Ri, “Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dengan Rahmat
Tuhan Yang Maha Esa Menimbang Mengingat Presiden Republik Indonesia.” Pasal (5) Huruf c.

28 Ri. Pasal 25 Huruf a.
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2. Teori Efektivitas Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ialah suatu tolak ukur
mengenai tindakan dan perilaku yang teratur sehingga hukum dilihat
sebagai suatu tindakan yang diulang dengan bentuk yang sama dan tujuan
serta hasil yang dicapai.?® Hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat
dampak hukum yang positif dan pada saat hukum telah mencapai
tujuannya.

Menurut  Seoerjono  Soekanto adapun Faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

a. Faktor hukumnya sendiri ialah suatu keadilan dan kepastian secara
materil. Namun dalam implementasinya dapat terjadi kesimpangsiuran
dalam pemahaman seperti Undang-Undang yang mengatur tentang
UPTD PPA dalam menangani para korban apkah sudah terinplementasi
dengan baik sesuai dengan peraturannya. Oleh karena itu ketika hakim
mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang terkadang
nilai keadilan tidak terpenuhi. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat
dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-
faktor lain yang mempengaruhi masyarakat®®

b. Faktor penegak hukum, adapun pihak-pihak yang menerapkan hukum,
contohnya seperti mereka yang bertugas di bidang kehakiman,

kepolisian, kejaksaan, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Apakah

29 Galih Orlando, “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,” Jurnal
Pendidikan Agama Dan Sains 6 (2022),him.50-58
https://www.ejurnal. stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70.

30 Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
2007) him. 110-115
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regulasi yang mendukung baik operasional lembaga maupun yang
mengatur substansi hukum yang menjadi standar Kkerja, baik dari segi
materi maupun prosedural terjalankan dengan sebaik-baiknya.

Faktor sarana dan fasilitas yang menunjang penegakan hukum, sarana
dan fasilitas yang di perlukan sebagai penunjang suatu penegakan
hukum, seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi, peralatan dan
keuangan yang memadai, Di UPTD PPA Kota Tanjungpinang sendiri
masih belum bisa dikatakan memehuni fasilitas yang baik karena
keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki.
Faktor masyarakat, Perlunya sosialisasi-solialisasi yang diberikan oleh
UPTD PPA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait
kejahatan yang terjadi pada perempuan dan anak, apabila masyarakat
sudah mengetahui hak serta kewajiban mereka, maka masyarakat dapat
mengetahui aktivitas pengunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi,
mengembangkan dengan aturan yang ada, faktor masyarakat ini hidup
di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku serta diterapkan.

Faktor kebudayaan, mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia
menentukan bagaimana seharusnya mereka bertindak dan bersikap
dalam berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya kebudayaan
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku tersebut
tujuannya untuk memilih dan memilah nilai-nilai mana yang dianggap
baik sehingga patut untuk diikuti dan mana nilai-nilai yang dianggap
butuk sehingga dihindari. korban TPPO biasanya lahir dari keluarga

broken home yang dimana mereka tidak merasakan kasih sayang dari
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kedua orang tua, kebiasaan ini yang akan mempengaruhi kehidupan
anak diluar. Rumah merupakan pondasi awal dalam membentuk
karakter anak, jika tangki kasih sayang anak di rumah kosong maka
tidak menutup kemungkinan anak akan salah dalam bertindak hal ini
dikarenakan, anak tidak bisa memilih dan memilah mana seharusnya
jalan yang patut untuk diikuti dan mana yang buruk. Sebaliknya jika
tangki didalam rumah sudah penuh anak tidak akan mencari emosi kasih
sayang di luar rumah.3!

Tabel 2. Klasifikasi Faktor efektivitas hukum di UPTD PPA Kota

Tanjungpinang

No. Klasifikasi Kriteria

1. | Apabila Memenuhi 5 Kriteria Sangat Efektif
2. | Apabila Memenuhi 4 Kriteria Efektif

3. | Apabila Memenuhi 3 Kriteria Cukup Efektif
4. | Apabila Memenuhi 2 Kriteria Kurang Efektif
5. | Apabila Memenuhi 1 Kriteria Tidak Efektif

Dari tabel di atas diketahui bahwa:

1. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 5 kriteria maka
masuk dalam kategori sangat efektif.

2. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 4 kriteria maka
masuk dalam kategori efektif.

3. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 3 kriteria maka

masuk dalam kategori cukup efektif.

31 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2017), him.5
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4. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 2 kriteria maka

masuk dalam kategori kurang efektif.

5. Apabila teori efektivitas hukum memenuhi 1 kriteria maka

masuk dalam kategori tidak efektif.

Seorjono Soekanto mengatakan bahwa patokan efektivitas pada

sarana dan prasarana, ialah prasarana yang diberikan harus secara jelas

memberikan kontribusi untuk kelancara tugas-tugas aparat di tempat atau

lokasi tersebut. adapun elemen-elemen yang mempengaruhi faktor sarana

dan prasarana tersebut adalah:

a)
b)
c)
d)

€)

Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki

Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya
Prasana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan
lagi fungsinya.®* Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-
faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi

dengan sebaik-baiknya.

G. Metode Penelitian

Metodelogi penelitain adalah langkah sistematis untuk mendapatkan

pengetahuan®3serta metode untuk menjawab pertanyaan-petanyaan yang

32 Amalia Yunia Rahmawati, Tinjauan Efektivitas Hukum.
33 Fenti Hikmawati, Metodologi penelitian, (Depok: Rajawali Pres, 2020), him.6
33 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: CV Mandar Maju,

2008), hlm.73-80.
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menjadi fokus masalah Adapun motode penelitian yang digunakan dalam
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah lapangan (fied
research). Fied research merupakan penelitian yang objeknya
mengenai gejala dan peristiwa serta fenomena yang terjadi di lapangan,
lembaga dan negara yang bersifat non pustaka,®Yang nantinya penulis
akan menelusuri langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas
terkait Efektivitas Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak
(TPPO) Di Bawah Umur Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Tanjungpinang.

2. Pendekatan Penelitian.

Peneliti menggunakan Pendekatan penelitian sosiologis ialah
pendekatan yang membahas aspek-aspek kehidupan kemasyarakatan
yang Objeknya adalah masyarakat, dilihat dari sudut hubungan antara
manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam
masyarakat yang berhubungan dengan penelitian peneliti®®

3. Sumber Data.
Sumber/responden data ialah penelitian memperoleh suatu

informasi dari sumber baik secara lisan maupun tulisan dengan cara

% Moh. Rifa’i, “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis,” Al-
Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Vol.2, No.1 (2018), him.23-35
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/246
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wawancara dan observasi.>” Data yang dibutuhkan berupa peran dan

efektivitas UPTD PPA dalam kasus TPPO pada anak di bawah umur.

Adapaun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung ke

lapangan oleh peneliti di UPTD PPA Kota Tanjungpinang dengan
cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini
mengumpulkan data tentang TPPO di Bawah Umur Pada Kota
Tanjungpinang. Dan nantinya penulis juga mengambil sumber dari
wawancara berdasarkan efektivitas pendampingan TPPO di UPTD
PPA Kota Tanjungpinang. Sumber data primer pada penelitian ini
diantarannya: 1) Kepala UPTD PPA Kota Tanjungpinang, 2)
Petugas Pendamping dan petugas keamanan di UPTD PPA Kota
Tanjungpinang, 3) Kepala bidang DP3APM bagian perlindungan
dan kekerasan pada anak 4) Kepala bidang di DP3APM bagian
umum dan kepegawaian 5) Staff Sekretaris di UPTD PPA 6) Kepala
UPTD PPA Provinsi Kepri 7)Sekretasi UPTD PPA Provinsi Kepri
8)Mantan Calo

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah data pelengkap yang masih berkaitan

dengan data primer seperti literatur mengenai TPPO atau kekerasan

37 Sampoerna Universty, “Pengertian Responden”,

[lwww.sampoernauniversity.ac.id/id/news/responden-adalah. Diakses pada tanggal: 17 Januari

2025.
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seksual pada anak di UPTD PPA Kota Tanjungpinang, berupa
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya.®
c. Sumber Data Tersier adalah
Data tersier yaitu penjelasan atau petunjuk mengenai data
primer dan data sekunder yang berasal dari kamus, kamus hukum,
ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penellitian dalam
penelitian peneliti.
4. Teknik Pengumpulan Data, Metode yang digunakan dalam
pengumpulan data ini ialah sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi ialah langkah pengamatan serta pencatatan terkait
objek dan fenomena yang akan diteliti di UPTD PPA sebelum
langsung ke lapangan.>*Teknis Observasi ini digunakan Dbila,
berkenaan dengan proses prilaku manusia, proses kerja, peristiwa-
peristiwa di lapangan. Untuk observasi ini penulis harus langsung ke
tempat penelitian yakni di UPTD PPA Kota Tanjungpinang
b. Wawancara
Wawancara yang dilakukan berupa menyusun pertanyaan-
pertanyaan secara sistematis untuk mengumpulkan data secara valid.*°

Dengan kata lain Wawancara adalah percakapan antara dua induvidu,

38 Meita Sekar Sari dan Muhammad Zefri, “Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan
Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas
Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura”, Jurnal Ekonomi Vol.21, No.3
(2019), hIm.56-70., https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608

39 Syafrida Hafni Sahir, Metodelogi Penelitian, (Jogjakarta: KBM INDONESIA,2022),

him.30
40 Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), him.1
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mempengaruhi satu induvidu yang membutuhkan data dari orang lain
dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada Kepala
UPTD PPA Kota Tanjungpinang, Para Petugas Pendamping dan
petugas keamanan di UPTD PPA, Kepala bidang DP3APM bagian
perlindungan dan kekerasan pada anak, Kepala bidang di DP3APM
bagian umum dan kepegawaian, Staff Sekretaris di UPTD PPA,
Kepala UPTD PPA Provinsi Kepri, Sekretasi UPTD PPA Provinsi
Kepri dan Mantan Calo
c. Dokumentasi

Peneliti  melakukan ~ metode  dokumentasi,  dengan
mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun teknik dokumentasi ini
untuk memperoleh data mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang Terhadap Anak Di Bawah Umur berupa laporan secara E-
Document di UPTD PPA pada tahun 2023-2024.

5. Teknik Pengolahan Data, Teknik ini menjelaskan bagaimana metode
pengolahan dan analisis data yang didapat sesuai dengan pendekatan
yang dilakukan. Diantara tahapannya yaitu:

a. Editing (pemeriksaan data)
Merupakan kelengkapan jawaban yang di dapati oleh
peneliti atas pertanyan peneliti yaitu bagaimana peran UPTD PPA

dalam mendampingi korban TPPO terhadap anak di bawah umur
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apakah sudah berjalan dengan efektif, setelah mengumpulkan

jawaban lalu peneliti melakukan proses editing atas hasil.**

b. Classifiying (Klasifikasi)

Classifiying ialah pengelompokan semua data yang di dapat
seperti wawancara, pengamatan, observasi. kemudian data yang
didapat dibaca dan dipahami lebih mendalam  untuk
mengelompokkan  jawaban-jawaban, apakah dari  kelima
pendampingan itu sudah dijalankan dengan baik atau belum
berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara maupun

melalui referensi yang dibaca.*?

c. Veriying (Verifikasi)

Pemeriksaan data informasi yang telah dikumpulkan untuk
melihat apakah kinerja dari UPTD PPA Kota Tanjungpinang
berjalan dengan efektif atau tidak.*?

Concluding (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan hasil akhir keseluruhan penelitian

dengan melihat apakah UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam

memberikan layanan pendampingan sudah berjalan dengan efektif*

41 Dwi Hartutik Dila Erlianti,dkk., Metodelogi Penelitian, Teori Dan Perkembangannya,
(Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), him.10

42 Fuadul Aufa, Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam,(Skripsi: IAIN Kudus, 2017), him.39

4 Amrudin, H. Muhammad Bahrul ilmie,dkk. Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam
(Jakarta; PT Publica, 2022), him. 140

4 Nur Al-Faida, Metodelogi Penelitian Gizi (PT.Nasya Expanding Management,2023)
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H. Sistematika Pembahasan

Peneliti menyusun penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan
beberapa subbab untuk mempermudah peneliti dalam menerima arahan dan
gambaran yang jelas dalam penelitian yang sedang peneliti tulis.

BAB I: pendahuluan, pada bab ini terdiri dari beberapa bagian
seperti latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

BAB Il: Pada bab kedua ini, peneliti akan membahas gambaran
umum terkait lokasi yang akan diteliti, yaitu UPTD PPA Kota
Tanjungpinang, bertenpatan di JI. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec.Bukit Bestari.
Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

BAB Il1: Pada bab ketiga ini, peneliti akan membahas landasan teori
seputar Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang mengenai
TPPO, Eksploitasi seksual anak di bawah umur.

BAB IV: Pada bab keempat ini, penelitian akan membahas terkait
analisis dan pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini peneliti akan
menjawab rumusan masalah yaitu, Bagaimana Peran UPTD PPA dalam
mendampingi dan menyelesaikan permasalahan TPPO terhadap anak di
bawah umur Kota Tanjungpinang Dan Bagaimana efektivitas UPTD PPA
dalam mendampingi kasus TPPO di Kota Tanjungpinang.

BAB V: Merangkum secara keselurusahan menjadi ringkasan yang
singkat berupa kesimpulan, yang dilengkapi sebuah saran kritik, masukan,

usul, maupun rekomendasi yang relevan
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